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KATA PENGANTAR

Fuji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya
penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman telah selesai dilaksanakan.

Penyusunan Naskah Akacemik ini dilakukan dalam rangka melaksanakan
Letentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitukan
Peraturan Perundang-undanganyang meny}atakan bahwa konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam
Naskah Akademik, selanjutnya ketentuan Pasal 58 Undarg-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturen Perundang-undangan menegaskan kembali
bahwa Rancangan Feraturan Daeral disertai dengan penjelasan atau keterangan
aan/atau Naskah Akacemix.

vang dimaksud dengan Nas'tah Akademik adalah naska

atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu
jah mengenai pengaturan masalah

cangan Peraturan Daerah

h hasil penelitian
masalah tertentu

yang dapat dipertanggungjawabkan secara iim

tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Ran

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi

peimasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Kelancaran proses penyusunan Naskah Akadenik Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman tentunya
n Naskah Akademik. Dan kami juga

hak yang telah membantu baik dalam

tzrhadap

tidak terlepas dari peran Tim Penyusuna

mengucapkan terima kasih untuk semua pi

penyajian data maupun dalam teknis penyusunan Naskah Akademik Rancangan .

Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

erintahan, Daerah mempunyai hak
diri urusan pemerintahannya, yang
: penyelenggaraan

Peraturan
Dalam rangka penyelenggaraan pem

dan kewaiiban untuk mengatur dan mengurus sen

untuk meningkatkar efisiensi  dan efektivitas
Untuk menyelen jgarakan

masyarakat,

ditujukan
tahan dan pelayanan kepada masyarakalt.
ngenakan pungutan kepada

daerah. Retribusi Pelayanan
dipungut oieh

pemerin

pamerintanan tarsebut, Daerah berhak me
Pemakaman

baik parupa pajak daerah maupun retribust

merupakan salah 3atu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat

Pemerintah Daerah.
. ran
Dengan telah disusunnya Naskah /kademik Rancangan Peratuga
. . : , semo
Daerah IKabupaten Karanganyar tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman . i

T m me.
danat bermanfaat bag! masyarakat dan menjadi landasan dala
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ancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pernakaman. Akhir Kata

A berharap agar ponyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retnbu
Pelayanan Pemataran dapat berjaian dengan lancar sehingga Naskah Akademi in
dapat jadi

cangan
ipat menjadi actan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Rancangar

ibus! layanan
Peraturan  Daerah Kabupaten Karanganyar  tentang Retribust Folaya
Pemakaman.
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itk mempereepat terwujudnya kesejah
peningkatan pelay sejahleraan masyarakat melalui
elayanan, pemberdayaan dan peran serta
Mel . ' ¢ masy
wlai otonomi luae, daerah diharapk et
saing dengan memp-rhat : FLan mamph menlug s, =
| ‘ memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan
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Jdaeri 1y ata
acrah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
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memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomer 22 Tanhun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
gan Undang-Undang Nomor 32 Tahuvn 2004
terakhir dibentult Undang-Undang
merintahan Daerah sebagaimana

an Undang-Undang Nomor 9

kemudian diganti den
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